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 BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, mengenai strategi 

penertiban administrasi kependudukan di Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten 

Timor Tengah Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

6.1.1.Strategi Perencanaan Pendukung Sumber Daya  

1. Tenaga 

Peran tenaga atau sumber daya manusia aparat desa dalam pemberian pelayanan 

administrasi di Desa Nasi belum maksimal dilaksanakan, sehingga kepala desa 

terus berupaya untuk melibatkan seluruh aparat desa dalam kegiatan – kegiatan 

administrasi di desa Nasi sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan administrasi 

desa yang tertib. 

2. Keuangan 

Dalam pemberian pelayanan administrasi di Desa Nasi pemerintah desa setempat 

sudah menjalankan program kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak 

ditemukan pungutan biaya, karena urusan administrasi sudah di 

pertanggungjawabkan melalui Alokasi Dana Desa/ADD. 

3. Teknologi 

Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi walaupun masih minim, tetapi masih  

menunjang kegiatan pelayanan administrasi di Desa Nasi bisa dikatakan sudah 

cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya teknologi seperti laptop, alat 

printer.  
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1.1.2. Strategi Pelaksanaan Pendukung Sumber Daya 

1. Tenaga 

Peran tenaga dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Desa Nasi 

belum berjalan baik, hal itu dari proses pelayanan dari petugas terhahap 

penerima pelayanan kurang memuaskan. 

2. Teknologi 

Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi dalam menunjang pelayanan 

administrasi di Desa Nasi sudah sangat baik, namun masyarakat masih 

mengeluh terhadap pemerintah Desa karena dalam pembuatan administrasi 

biasa memakan waktu yang lama. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas maka penulis menyarankan: 

1. Tenaga  

Perlu diberikan pelatihan secara berkala kepada semua aparat Desa dalam 

memberikan pelayanan administrasi Desa yang tertib. 

2. Keuangan  

 pengawasan terhadap penggunaan anggaran Desa untuk mengantisipasi 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pungutan liar dalam pemberian 

pelayanan administrasi penduduk. 

3. Teknologi 

Meningkatan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi yang menunjang 

kegiatan pelayanan administrasi di Desa Nasi. 
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